SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 298-KUM/2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

- a.

1.

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksananaan dan Penatausahaan Pertanggung
jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Laut Pasal 20 ayat (1) menyebutkan
Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Hibah Uang untuk
Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
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Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (lembaran Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023




Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
Nomor S5);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksananaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
Nomor 79);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang untuk
Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

SATINAN

dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
dengan daftar penerima dan jumlah dana yang diberikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU harus dipertanggungjawabkan oleh
penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut,
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR
TANGGAL

: 100.3.3.2/ 298 -KUM/2024
: 22 Januari 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 2024

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp.)
Forum Kerukunan Umat | j, Basuki Rahmat No.
1. | Beragama (FKUB) 1 Kel. Angsau Kec. 120.000.000,-
Kabupaten Tanah Laut Pelaihari Kab. Tanah
Laut
Forum Kewaspadaan Lfl’gxl‘kgni)}; :iag; }:)smp J
2. | Dini Masyarakat (FKDM) & 60.000.000,-
Kabupaten Tanah Laut Kel. Angaau Keo.
P Pelaihari Kab. Tanah
Laut
Persatuan Wredatama JIn. A. Syairani Komp. _
Republik Indonesia Perkantoran Gagas
i (PWRI) Kabupaten (Gedung Juang) Kel. i s
Tanah Laut Angsau Kec. Pelaihari
Kab. Tanah Laut
JUMLAH 307.500.000,-
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